BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR /3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Mengingat :

1.

Kabupaten Pesisir Barat dapat dilaksanakan deng
efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat;
transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua
pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran  tugas pemerintah dan  pelayanan
masyarakat;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a diatas dipandang perlu menyusun
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
Anggaran 2017 yang diatur dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5364);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14};

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 109 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 125)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23,

Nomor 23),



Aenetapkan

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Leribararn daerah Kabupaten Pesisir
Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24
tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 24),

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat ,Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 36);

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga lairi sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor
38);

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir
Barat;

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dirubah dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun perubahan tersebut tercantum di dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
Dada tanggal (U Jmappt 2017

‘BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal W\ 94 amuogy 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN [PESISIR BARAT,

-

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TANGGAL : Ul Pnvanr 2017

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pada Hurup F Lampiran II Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 53 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2017 dirubah sebagai berikut:

F. TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian,;
b. kuitansi;
c. surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian.

2. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan
Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

3. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00
(Lima Puluh juta rupiah).

4. SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

S. Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BUPART MESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL



